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Previously the role and authority of the Regional Supervisory Council s 
almost the same as the role of the Notary Honorary Council was eliminated by the 
Constitutional Court of the Republic of Indonesia with Decision No. 49/PUU-
X/2012 because it contradicts Indonesian state constitution. Research carried out 
by juridical normative research method, which used data is the primary legal 
materials include materials that form the legal of laws and regulations and the 
issues related to with secondary legal materialsthat legal materials which 
includes books, articles that serve to explain and information on primary legal 
materials, as well as a tertiary legal materials supporting materials that will help 
provide clues to primary and secondary legal materials examined.. Overall data 
was analyzed by qualitative analysis method and presented in the form of 
descriptive analysis. Based on analysis result that the unequal treatment of the 
notary office has been set up and granted protection in the Notary Code, while the 
notary as citizens in the process of law enforcement at all stages must be equal 
before the law enforced as intended and is guaranteed by Article 27 paragraph 
(1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution. therefore, imperative 
the Notary Honorary Council approval is contrary to the principle of 
independence of the judicial process and contrary to the duty of a notary as 
citizens who have equal standing before the law. In this way it can eventually lead 
to a denial of justice itself.  
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Sebelumnya peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang nyaris 
sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris  itu telah dihapuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 49/PUU-
X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Penelitian yang 
dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang dipergunakan 
adalah bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang berupa peraturan 
perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder 
yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, artikel-artikel yang berfungsi 
memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, serta bahan 
hukum tertier yang merupakan bahan penunjang yang akan membantu 
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji. 
Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam 
bentuk deskriptif analitis. 
Berdasarkan hasil analisis bahwa perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris   
tersebut telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, 
sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada 
semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana 
dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 
Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris bertentangan 
dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan 
kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama 
di hadapan hukum. Dengan cara demikian akhirnya justru dapat menimbulkan 
pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. 
 
 
Kata kunci:  kewenangan, majelis kehormatan notaris, UU Nomor 2 
tahun 2014, putusan mahkamah konstitusi 
 
Latar Belakang  
Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
pada awal tahun 2014 yang lalu, telah hadir lembaga baru bernama Majelis 
Kehormatan Notaris, didasari oleh Pasal 66 dan 66A UU Perubahan Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga baru ini adalah 
“menggantikan” peran yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah  
dalam memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris.  
Sebelumnya peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah   yang 
terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris yang nyaris sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris  itu telah 
dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan 
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Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 karena 
bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya yang kemudian 
terlintas di benak penulis adalah, apakah kewenangan Majelis Kehormatan 
Notaris telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor 49/PUU-X/2012?  
Kehadiran lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris dapat 
dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris  yang menyatakan, sebagai berikut : 
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, 
atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris 
berwenang: 
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris; dan 
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 
dalam penyimpanan Notaris.   
 
Dan selanjutnya diatur di dalam pasal 66 A yang berbunyi : 
(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis 
kehormatan Notaris. 
(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas: 
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan 
c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata 
kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan 
Peraturan Menteri.   
 
Lebih lanjut menurut Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh 
menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk 
Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga 
orang dari organisasi notaris, dan tiga orang dari akademisi yang kesemuanya 
berjumlah sembilan orang. 
(1) Pengawasan  atas Notaris dilakukan oleh Menteri. 
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. 
(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 
9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: 
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a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;  
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan  
c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 
(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam 
Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.  
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perilaku (integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 
(6) Ketentuan  mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara 
Notaris.   
 
Setelah kita baca pasal 66A dan 67 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris maka akan tampak jelas perbedaan kewenangan kedua majelis itu. Yaitu 
apabila Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan “pembinaan”, 
sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan “pengawasan”.  
Akan tetapi bila kita telisik lagi ada sedikit kerancuan ketika kita membaca 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 1 kita 
tidak akan menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris, 
kita hanya bisa menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas 
Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris  
adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 
Yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menghapuskan 
kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana termuat dalam putusan, yang 
menyatakan : 
1. frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 
66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 
66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
Dari kronologi di atas pada akhirnya telah sama-sama kita ketahui frasa 
“dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah dinyatakan 
bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia 1945 (UUD 1945), tepatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 
28D ayat (1) UUD 1945. 
Lalu bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, dimana 
Notaris sebagai Pejabat Umum3  memiliki kewenangan untuk membuat akta 
otentik seperti maksud Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta bisa 
disebut otentik pada dasarnya harus memuat kebenaran formal sesuai dengan apa 
yang diberitahukan para pihak kepada notaris4. Oleh sebab itu, memang adanya 
perlindungan hukum terhadap notaris dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya 
selaku pejabat umum.  
“Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang 
termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai 
dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga 
menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, 
termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi 
para pihak penandatangan akta.” Dengan demikian, para pihak dapat 
menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi 
Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. 5 
 
Namun demikian, Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang 
dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap 
merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi, tanda-tangan 
maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam Akta 
Otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Hal ini dimungkinkan dengan begitu 
banyaknya jenis Akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris.  
Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris tersebut juga diatur 
secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pada BAB III Permenkumham tersebut diatur 
tentang Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat 
Yang Diletakan Pada Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan 
Notaris, yaitu dengan tata cara sebagai berikut: 
Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, baik yang 
                                                        
3 Pasal 1868 KUHPerdata. 
4 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang 




diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam ketentuan-ketentuan 
peraturan lainnya, menurut Penulis sudah cukup untuk memberikan Perlindungan 
Hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya guna menjaga kerahasiaan 
jabatannya. Perlindungan Hukum yang demikian, apabila tetap diikuti dengan 
“Hak stimewa”, tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimanfaatkan 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notaris-nya 
ataupun tidak. 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keharusan persetujuan Majelis 
Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses 
peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga 
negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum serta bertentangan 
dengan prinsip equality before the law.  6 
Karena kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris dalam 
menyetujui  pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh 
penyidik, penuntut umum dan hakim adalah sama dengan kewenangan yang 
dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang telah dibatalkan Mahkamah 
Konstitusi.  
Penulis menganalisis ada semacam kesan yang berlawanan terhadap 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kesan berlawanan tersebut kemudian 
diwujudkan dalam bentuk perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis 
pribadi berharap, semoga tidak ada pihak yang merasa dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini, 
sehingga kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini tetap dapat dipertahankan. 
Terkait  uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka permasalahan 
yang diangkat adalah : 
                                                        
6 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-
unsurnya, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 42. 
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1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012? 
2. Apakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012? 
Tujuan dari penelitian ini adalah  
Tujuan Umum: 
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil analisis hukum 
mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan 
persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris selaku Pejabat Umum 
yang membuat akta sesuai syarat formil  ditinjau  dari Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah sesuai dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. 
Tujuan Khusus : 
Dengan penelitian ini penulis mengharapkan adanya peran lembaga Ikatan Notaris 
Indonesia agar lebih tegas dan berwibawa sehingga kode etik notaris yang 
telah ada dapat dilaksanakan dengan baik oleh para anggotanya. 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
Manfaat Teoritis : 
 Dengan adanya penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan 
kontribusi, referensi  atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas 
hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui tentang bagaimana 
seharusnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan 
Undang-Undang yang berlaku. 
Manfaat Praktis : 
Bahwa penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat 
berupa kesadaran kepada semua pihak khususnya notaris untuk senantiasa 
berlaku jujur, independen dan bekerja sesuai prosedur yang telah 
ditetapkan baik dalam undang-undang Nomor 2  Tahun 2014 Tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris maupun seperti tertuang dalam kode etik jabatan notaris. 
Sedangkan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
”Metodologi penelitian adalah suatu prosedur yang dilakukan dalam 
mengumpulkan data dan atau informasi untuk memecahkan suatu permasalahan.”  
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis 
normatif. 
Maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian 
ini ialah menganalisis dan meneliti apakah kewenangan majelis kehormatan 
notaris dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris serta dibantu dengan 
adanya literatur-literatur yang terkait tentang kewenangan majelis kehormatan 
notaris dalam memberikan persetujuan  tindakan kepolisian terhadap notaris telah 
sesuai. 
Pendekatan kasus dalam penelitian hukum positif memiliki tujuan untuk 
memahami keberlakuan norma dalam praktik hukum, terutama apabila terkait 
dengan yurisprudensi. Selain itu, pendekatan kasus juga dapat dilakukan dengan 
cara mencari permasalahan inti pada setiap peristiwa hukum yang bertujuan agar 
memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan komprehensif. 
Pendekatan perundang-undangan pasti diterapkan dalam penelitian hukum 
normatif yang melihat sistem hukum secara tertutup. Hasil penerapan pendekatan 
perundangan-undangan pada penelitian hukum positif akan lebih akurat dan 
komprehensif apabila disertai dengan pendekatan yang lain. 
Untuk menjawab permasalahan kewenangan majelis kehormatan notaris 
dalam memberikan persetujuan  tindakan kepolisian terhadap notaris, dan 
dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka 
pendekatan yang pasti dipakai penulis adalah pendekatan perundang-undangan, 
dengan dibantu dengan pendekatan-pendekatan yang lain, dan pendekatan kasus 
dengan tujuan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan 
komprehensif. 
Pada penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan 
yang bersifat yuridis normatif, yang dalamhal ini dilakukan untuk memperoleh 
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“data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasar penelitian kepustakaan.”  
Metode ini berguna untuk mendapatkan data-data meliputi data ilmiah serta 
informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Penelusuran bahan hukum dalam penelitian inidilakukan melalui kegiatan 
studi pustaka, yang terdiri dari segala bentuk aturan hukum dan buku-buku karya 
tulis terkait dengan permasalahan hukum. 
Analisis bahan hukum bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif normatif yang 
dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Kegiatan analisis data 
ini dapat menyelesaikan serta memberikan kesimpulan dari permasalahan 
mengenai kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan  
tindakan kepolisian terhadap notaris, serta menjadikan tujuan penelitian yaitu 
untuk mengetahui kewenangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan 
persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris  menurut Undang-undang nomor 
2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 
tentang jabatan notaris tersebut adalah benar dan akurat. 
 
Pembahasan 
A. Pengawasan terhadap Notaris dalam Reglement op het Notaris-ambt 
in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860 
Peraturan Jabatan Notaris 
 
Jauh sejak sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
ada bahkan sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan 
Notaris, dalam Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 
Januari 1860) S.1860-3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.) telah dikenal pengawasan 
terhadap jabatan notaris,  
Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas 
jabatannya, atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau 
melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup 
jabatannya sebagai notaris, hal itu oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri,  
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yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya,  akan dilaporkan 
kepada Pengadilan Negeri tersebut. 
Apabila Pengadilan  Negeri  mengetahuinya dengan  jalan  lain,  penuntut  
umum  akan  didengar mengenai hal itu. 
Di luar hal-hal dimana untuk itu dalam peraturan ini ditentukan 
hukuman-hukuman tertentu, Pengadilan Negeri, yang melakukan rapat dalam 
sidang, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut : 
1. penegoran 
2. pemecatan sementara selama tiga sampai enam bulan 
Selanjutnya Pengadilan berwenang dalam hal menurut pertimbangannya 
salah satu hukuman itu tidak memadai berhubung beratnya sifat perbuatan-
perbuatan yang dilakukan itu, untuk menyampaikan kepada Menteri Kehakiman 
usul memecat notaris itu dari jabatannya. 
Jelas bahwa tidak ada penegoran atau pemecatan sementara yang akan 
dilakukan dan tidak ada usul pemecatan yang akan disampaikan, sebelum terlebih 
dahulu mendengar atau memanggil notaris itu sepatutnya. 
Sebelum mengucapkan pemecatan seorang notaris, Menteri Kehakiman 
akan meminta pendapat Mahkamah Agung, dan jika dilakukan pemecatan maka 
Pengadilan Negeri seketika mengangkat seorang pengganti. 
Adalah sangat beralasan bahwa para notaris berada dibawah pengawasan. 
Para notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yang meliputi 
bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya. Para klien meminta nasehat-
nasehat dari notaris mengenai isi dari akta-akta notaris juga memberikan nasehat-
nasehat dan petunjuk-petunjuk bagaimana maksud dari para pihak yang 
bersangkutan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin 
menghindarkan terjadinya perselisihan. Notaris melakukan segala tindakan-
tindakan persiapan dan melakukan segala pekerjaan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam suatu akta. Disamping itu masih 
banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh notaris yang bukan merupakan 
tugas jabatan notaris akan tetapi dikehendaki oleh masyarakat umum. Bahkann 
dapat dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan 
12 
 
notaris akan tetapi dituntut oleh masyarakat luas, lebih banyak dan lebih luas. 
Lagi pula tidak boleh dilupakan bahwa inti dari tugas jabatan notaris adalahh 
mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para 
pihak, yang secara mufakat meminta jasa notaris yang pada azasnya adalah sama 
dengan tugas Hakim yaitu memberi putusan tentang keadilan di antara para pihak 
yang bersengketa. Sehingga notaris harus bisa dipercaya sekaligus tidak memihak. 
Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib dalam hal ini 
badan peradilan ialah agar para notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-
persyaratan seperti tersebut diatas, yaitu dapat dipercaya dan tidak memihak 
siapapun. 
Pada dasarnya tanggung jawab dan etika profesi memiliki hubungan yang 
erat dengan integritas dan moral, sebab tanpa adanya integritas dan moral yang 
baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesi 
yang tinggi yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Karena ketrampilan teoritis 
dan teknis bidang profesi notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika 
profesi. 
Berdasarkan hal-hal dikemukakan di atas, maka sangat beralasan adanya 
peraturan hukum mengenai pengawasan terhadap para notaris, guna menjamin 
kepentingan masyarakat umum dari para notaris yang menjalankan jabatannya 
secara tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan nilai serta melalaikan 
keluhuran martabat dan tugas jabatannya. 
Lalu kapan notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas jabatannya? yaitu 
apabila notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh 
undang-undang dibebankan kepadanya sebagai notaris. 
a. menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang berdasar 
b. melakukan tugas jabatan notaris di luar daerah jabatannya 
c. pelanggaran terhadap pasal 20, 21, 35, 37, 39 dan 61 Peraturan Jabatan Notaris.   
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa notaris diangkat untuk kepentingan 
publik. Wewenang dari para notaris diberikan oleh Undang-undang untuk 
kepentingan publik, oleh karena itu kewajiban-kewajiban notaris adalah 
kewajiban jabatan (ambtsplicht). Notaris wajib melakukan tugasnya sesuai dengan 
isi sumpah yang telah diucapkannya. 
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Sepanjang yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap 
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak 
bahkan wajib untuk tidak memberikan bantuannya. 
Jadi setiap perbuatan yang di luar tugas jabatan notaris yang bertentangan  
dengan keluhuran dan martabat jabatan notaris termasuk dalam pengawasan yang 
dimaksud. 
Apabilan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak 
cukup berat, mengingat beratnya sifat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
notaris itu, untuk menyampaikan usul kepada Menteri Kehakiman untuk memecat 
notaris itu dari jabatannya. 
Namun sebelum dilakukan penegoran atau pemecatan sementara, 
Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendengar atau memanggil dengan 
sepatutnya notaris yang bersangkutan, sedang Menteri Kehakiman sebelum 
melakukan pemecatan dari jabatannya terhadap notaris, akan terlebih dahulu 
meminta pendapat Mahkamah Agung. 
 
B. Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas dalam Undang-
undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, pengawasan terhadap notaris tidak lagi berada ditangan Pengadilan 
Negeri, akan tetapi pengawasan terhadap notaris diperluas dengan pemberian 
kewenangan untuk memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris 
berada sepenuhnya di tangan Majelis Pengawas Daerah. 
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat dalam Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan secara terperinci ada 
dalam peraturan menteri hukum dan ham RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 
yang menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat 
administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang 
diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. 
Kewenangan sebagaimana dimaksud yang diantaranya  adalah menerima laporan 
dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau 
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang; 
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Sedangkan pada pasal 14 dijelaskan tentang Kewenangan Majelis 
Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat 
adalah : memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau 
hakim untuk proses peradilan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam 
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris 
yang berada dalam penyimpanan Notaris. 
 
C. Pertimbangan  Hukum  Putusan   Mahkamah Konstitusi  Republik 
Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012 
Lahirnya atau munculnya Majelis Kehormatan Notaris ini tidak terlepas 
dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa “dengan 
prsetujuan Majelis Pengawas Daerah” termuat dalam putusan, yang menyatakan : 
1 frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2 frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
 
Yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 
memutuskan perkara ini adalah : 
1. Persamaan kedudukan dalam hukum 
Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU JN sepanjang frasa/kalimat “dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, maka Penyidik akan dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap Notaris yang membuat Akta Authentik yang di dalamnya diduga 
dimasukkan Keterangan Palsu; Sehingga Penyidik  d a l a m  menentukan pelaku 
dugaan Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta 
Authentik, maka proses pemeriksaan Laporan Polisi yang dibuat akan   dapat   
dilanjutkan   sehingga   tercipta   ”persamaan kedudukan dalam hukum”, bagi 
setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris dan ”perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil” bagi masyarakat  sebagaimana ketentuan Pasal 27 
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  
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Ketentuan Pasal dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat 
(1) UUD 1945, berbunyi  
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”; 
 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 
 
Jika akta  notaris   yang   dibuat   oleh   Notaris tersangkut kasus pidana, 
maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan  bahwa  akta  yang  
dibuatnya  tersebut  harus terbebas dari indikasi perbuatan pidana, oleh 
karenanya mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan, baik di tingkat 
penyidikan pada Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses 
persidangan di pengadilan; 
Persamaan kedududukan di depan hukum terkait perlunya  pemanggilan  
dan  kehadiran  notaris  dalam  pemeriksaan perkara pidana, baik sebagai Ahli, 
Saksi maupun Tersangka/Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut: 
a.  Sebagai Ahli,  dalam hal  ini  notaris dipanggil dan  perlu  kehadirannya 
dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang 
membuat akta autentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang 
khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggungjawab 
notaris  serta  hal  yang  dapat  memberikan  penjelasan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum, Hakim, maupun pihak pencari keadilan; 
b.  Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam 
pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang 
membuat akta autentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, 
didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, 
apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak; 
c.   Sebagai   Tersangka,   dalam   hal   ini   notaris   dipanggil   dan   perlu 
kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka 
berdasarkan bukti  awal  sehingga patut  diduga  adanya  tindak pidana 
yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta autentik, baik dilakukan sendiri 
maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris  
harus  mempertanggungjawabkan perbuatan  tersebut  di  muka hukum; 
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Selain hal diatas ada juga ketentuan dalam  Kitab  Undang-Undang  
Hukum  Pidana   
Dengan  demikian,  ”persamaan  kedudukan  dalam  hukum”  dan 
”perlindungan dan kepastian hukum yang adil” adalah merupakan hak 
konstitusional setiap warga negara Indonesia sekaligus pengakuan terhadap Hak 
Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun; 
2. Perlindungan Hukum terhadap Notaris 
Selanjutnya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap notaris 
melalui Majelis Pengawas Daerah yang dalam hal ini telah dibatalkan oleh 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menurut penulis adalah 
sudah tepat, karena Profesi jabatan Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 
66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, dibenarkan mendapat perlakuan yang berbeda 
sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik 
yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam 
melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. yang telah diatur dan 
diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris. 
Sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, akta  notaris berlaku sebagai 
pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, 
kedudukan notaris sangat penting karena oleh Undang-Undang diberi wewenang 
menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang 
tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar untuk kepastian 
hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan 
sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan 
notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan 
akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk 
membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan 
akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak 
yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah 
dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang 
dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang 
mengadakan perjanjian itu sendiri, Sedangkan notaris tidak terikat untuk 
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memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta 
notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka 
yang menjadi pihak-pihak. 
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya akta 
notaris yang tendensius. Maksudnya adalah dalam pembuatan akta keterlibatan 
notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta7. Hal 
ini bisa terjadi ketika notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan 
hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi 
merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris 
dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggung jawab 
atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar 
Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan 
jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, 
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.  
Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur 
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut peraturan perundang-undangan 
lainnya.8 Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris 
diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi 
notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan 
untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang 
menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan 
harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, 
namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik, harkat dan 
martabat dari profesinya akan hilang. 
Terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan 
Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan 
Notaris mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk 
menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai 
dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai 
notaris. 
                                                        
7 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 
Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 37. 
8 Ibid, hlm 49. 
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Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris 
memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan 
Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas 
jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang 
Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung 
jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris 
Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka 
terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain 
dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga 
dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. bahwa notaris dalam menjalankan 
tugas jabatannya : 
1.  Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya 
akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak 
yang berkepentingan karena jabatannya. 
2.  Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang 
dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris 
harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran 
isi dan produk akta yang dibuatnya itu. 
3.  Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu 
mempunyai kekuatan bukti sempurna. 
 
Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris 
atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang 
dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan didiplin 
notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang 
menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan 
pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan 
sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari 
keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. 
Dengan demikian tidak perlu lagi harus ada persetujuan Majelis Pengawas 
Daerah untuk memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris 
dikarenakan dalam organisasi notaris telah ada penegakan kode etik jabatan. 
3. Perbedaan antara Institusi Hukum dan Etika 
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Institusi berarti pendirian suatu badan atau lembaga.9 Selain itu, makna 
institusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lembaga atau pranata, 
yaitu sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan 
(seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal 
bihalal pada hari lebaran).10  
Arti hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu peraturan 
atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selain itu, hukum 
juga bisa berarti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur 
pergaulan hidup masyarakat.11  
Berdasarkan arti dari masing-masing kata tersebut, maka kita dapat 
mengetahui bahwa institusi hukum itu adalah suatu lembaga atau badan hukum 
yang sah atau legal menurut Undang-Undang yang berfungsi mengawasi dan 
menjamin terlaksananya peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau 
pemerintah dalam pergaulan hidup masyarakat.  
Sedangkan makna institusi hukum menurut para ahli diantaranya yaitu: 
1.   Satjipto Raharjo: Institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan 
masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat 
dapat dipenuhi secara seksama. Keseksamaan di sini pada pokoknya 
mengandung makna keteraturan.12  
2. Utrecht: Lembaga hukum (rechtsinstituut) adalah himpunan peraturan-
peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan (anasir-anasir sama) 
atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama.13  
Setiap negara memiliki beberapa institusi hukum sendiri karena 
keragaman dan kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya yang mana 
dimungkinkan adanya pergesekan antara kepentingan tersebut, maka di sini tugas 
atau fungsi institusi hukum sebagai penjamin keteraturan kehidupan masyarakat 
dalam menjalankan kepentingan mereka masing-masing tanpa adanya 
kesewenangan dan ketidakadilan. 
Di Indonesia terdapat beberapa institusi hukum yang memiliki tugas dan 
fungsi masing-masing dalam tujuannya menegakkan hukum agar tidak terjadi 
                                                        
9 Achmad Maulana, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Absolut, 2008),  hlm. 172. 
10 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 436. 
11 Ibid, hml. 410. 
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 118. 
13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2008), hlm. 152. 
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kesewenangan dan ketidakadilan. Walaupun institusi ini memiliki tugas dan 
wewenang masing-masing, namun sebenarnya saling berkaitan satu sama lain 
seperti antara kepolisian, pengadilan, atau yang lainnya. 
Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu 
isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan 
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, 
martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris”.  
Kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku 
jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris  
 
D. Kewenangan  pengawasan oleh Majelis  Kehormatan  Notaris dalam 
Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
 
Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat dalam ketentuan 
pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut : 
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, 
atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris 
berwenang: 
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris; dan 
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 
dalam penyimpanan Notaris. 14 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kewenangan 
yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris adalah apa yang menjadi 
kewenangan majelis pengawas daerah sehingga penulis berpendapat bahwa 
kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat sikap berlawanan dengan 
apa yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor 
                                                        
14 ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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49/PUU-X/2012 yang mana telah menghapuskan kewenangan majelis pengawas 
daerah dalam hal memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap notaris. 
Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis 
Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan procedural, karena 
kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari peraturan 
perundang-undangan. Utamanya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. 
Sedangkan dalam hal pelaksanaan berbagai wewenangnya, Majelis Kehormatan 
Notaris harus memperhatikan berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam 
peraturan perundangan. 
Dalam kaitan dengan hal ini, wewenang dapat berarti hak dan kewajiban. 
Hak dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. 
Sedangkan kewajiban diartikan secara horizontal sebagai kekuasaan untuk 
menyelenggarakan aturan sebagai mana mestinya dan serta secara vertical 
diartikan sebagai cara menjalankan produk aturan terserbut dalam satu tertib 
ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.  
Atas dasar ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang yang 
melekat pada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atas 
tindakan kepolisian terhadap notaris adalah  kewenangan mandat, yaitu 
kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan 
yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini 
pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada 
Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan 
atau tidak, dikarenakan tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris 
berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang melekat 
Seperti dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa Mahkamah Konstitusi 
mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut juga terletak pada putusan 
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan 
Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan 
adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. 
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Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari 
putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala 
kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK 
Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, 
maka ketika itulah lahir kekuatan mengikat secara hukum (binding). Sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945).  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk 
kepentingan proses peradilan, pada mulanya berada pada Majelis Pengawas 
Daerah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 
tertanggal 28 Mei 2012, yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis 
Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut dihapus. Setelah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian 
persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan muncul 
kembali dan dibebankan kepada Majelis Kehormatan Notaris. 
Tentang apa yang menjadi kewenangan lembaga baru yang bernama 
Majelis Kehormatan Notaris dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  yang menyatakan, bahwa untuk 
kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 
persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta 
Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris 
dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam 
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta.  
Selain hal tersebut yang terdapat diatas dalam Pasal yang lain juga 
disebutkan mengenai kewenangan ini bahwa dalam melaksanakan pembinaan, 
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Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris Majelis Kehormatan Notaris 
berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:  Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, 
Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) 
orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran 
majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.  
Setelah membaca Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris maka tampak jelas bahwa tugas dan fungsi, syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran 
Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
E. Pelaksanaan   Putusan   Mahkamah   Konstitusi  RI    Nomor.  
49/PUU-X/2012  dalam  Undang-Undang   Nomor   2   tahun   2014    
tentang   perubahan  atas   Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris 
Dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2012 para 
hakim mahkamah telah mempertimbangkan tentang proses tindakan kepolisian 
oleh penyidik, untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris 
dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 
dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam 
kelompok pengaturan yang seharusnya tidak  mengandung perlakuan berbeda 
yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin 
oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau 
kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan; 
Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Namun Mahkamah 
Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang 
bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan 
bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah 
Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya. 
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Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi 
Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan 
kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Tak ayal, sifat 
putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda dengan peradilan konvensional 
lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih 
lanjut. 
Secara umum  putusan  MK bersifat declaratoir dan constitutief.  Putusan 
MK berisi pernyataan  apa yang menjadi  hukumnya  dan  sekaligus dapat 
meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam 
perkara pengujian UU,  putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena 
menyatakan apa yang menjadi hukum  dari suatu norma  undang-undang, yaitu 
bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut  
meniadakan keadaan hukum  berdasarkan norma  yang dibatalkan dan  
menciptakan  keadaan hukum  baru.  Demikian  pula  dalam  putusan 
perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum  dari penetapan KPU  
tentang hasil Pemilu  apakah benar atau tidak. Apabila permohonan 
dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadaan 
keadaan hukum  dan menciptakan  keadaan hukum  baru.15 
Bahwa seluruh proses penegakan hukum terhadap notaris sebagaimana 
telah dirumuskan di atas harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi 
dari kekuasaan lain di luar peradilan, dalam hal ini termasuk juga dengan 
kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan 
tindakan kepolisian terhadap notaris. Hal demikian sejalan dengan prinsip 
penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam 
Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  
2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan,“Segala campur 
tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman 
dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 
Terhadap  notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 66 ayat (1) UU 
Jabatan Notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan 
                                                        
15 Ibid, hal. 197 
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itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan 
dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas 
yang berhubungan dengan moralitas.  
Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa sebenarnya perlakuan yang 
berbeda terhadap jabatan notaris tersebut telah diatur dan diberikan 
perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara 
dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di 
hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan 
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis 
Kehormatan Notaris bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses 
peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga 
negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara 
demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut 
yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada 
akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.  
 
Simpulan 
Berdasarkan   permasalahan   yang   dikemukakan   setelah   diadakan 
penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penghapusan kewenangan pemberian persetujuan tindakan kepolisian 
terhadap Notaris oleh Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 49/PUU-
X/2012 tertanggal 28 Mei 2013, yang menghapus frasa “dengan persetujuan 
Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  
30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris tidak banyak berarti dan 
berpengaruh terhadap pengawasan notaris karena kemudian di dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh 
pembuat Undang-Undang dicantumkan kembali dalam pasal 66, dimana 
kewenangan yang dahulu di miliki oleh Majelis Pengawas Daerah dialihkan 
kepada Majelis Kehormatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut : 
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim dengan persetujuan Majelis kehormatan Notaris berwenang: 
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a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 
dan 
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 
Notaris. 
 
2.  Pembuat Undang-Undang pada saat mencantumkan tentang kewenangan 
Majelis Kehormatan Notaris tidak ditunjang dengan Peraturan Menteri sesuai 
amanat pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang   Jabatan   
Notaris,   yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan 
fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur 
organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur 
dengan Peraturan Menteri, sehingga kewenangan   yang dimiliki oleh Majelis 
Kehormatan Notaris tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya 
pada saat ini terjadi kevakuman hukum terhadap pengawasan notaris yang 
seolah-olah terjadi situasi seperti sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang   Jabatan   Notaris, dimana pihak kepolisian dapat 
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